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Tidak adanya sistem yang jelas dalam pengaturan dana kampanye pada
pemilihan kepala desa menjadikan pandangan masyarakat bahwa setiap orang yang
ingin mencalonkan diri sebagai kepala desa harus menyiapkan dana hingga ratusan
juta rupiah yang digunakan untuk kebutuhan kampanye pemenangan calon kepala
desa. Kondisi tersebut juga terjadi pada pemilihan kepala desa Toyoresmi
Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri tahun 2022. Para calon kepala desa dapat
mengeluarkan uang hingga ratusan juta rupiah untuk kampanye pemenangan calon
kepala desa.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimana sistem pendanaan
kampanye dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Toyoresmi Kecamatan Ngasem
Kabupaten Kediri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun
2020 tentang Pemilihan Kepala Desa? 2) Bagaimana sistem pendanaan kampanye
dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Toyoresmi Kecamatan Ngasem Kabupaten
Kediri berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?
3)Bagaimana sistem pendanaan kampanye dalam Pemilihan Kepala Desa
Toyoresmi Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri berdasarkan fiqih siyasah?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode
kualitatif. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara. Teknik
pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara, observasi dan
dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian in1 menggunakan reduksi data,
penyajian data dan penarikan Kesimpulan. Sedangkan pengecekan keabsahan data
dalam penelitian in1 menggunakan Teknik triangulasi data.

Hasil peneliti ini yaitu 1) Sistem pendanaan kampanye pemilihan kepala desa
Toyoresmi Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri hingga ratusan juta rupiah yang
berasal dari dana pribadi calon kepala desa berpotensi mengarah pada praktik
Money Politic atau politik uang. Hal tersebut merupakan suatu larangan
sebagaimana dalam Pasal 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun
2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa yang mengatur mengenai larangan untuk
melakukan praktik Money Politic atau politik uang dalam pemilihan kepala desa.
2) Berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
pengaturan mengenai sistem pendanaan kampanye pemilihan kepala desa
Toyoresmi Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri hingga ratusan juta rupiah yang
berasal dari dana pribadi calon kepala desa memang belum diatur secara spesifik,
namun dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa kampanye yang dilakukan oleh
calon kepala desa Toyoresmi Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri harus tunduk
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pada ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya seperti Pasal 31 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang
Pemilihan Kepala Desa dan Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor
Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa yang menyatakan tentang larangan
praktik money politik dalam pemilihan kepala desa Toyoresmi Kecamatan Ngasem
Kabupaten Kediri. 3) Sistem pendanaan kampanye pemilihan kepala desa
Toyoresmi Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri hingga ratusan juta rupiah yang
berasal dari dana pribadi calon kepala desa berpotensi mengarah pada praktik
Money Politic atau politik uang. Hal tersebut merupakan suatu Tindakan yang
bertentangan dengan konsep kemaslahatan umum karena hal tersebut akan
menimbulkan pencitraan yang berlebihan, penggunaan harta berlebihan hingga
menimbulkan perilaku suap (Risywah).
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The absence of a clear system regulating campaign funds in village head
elections has led to a public perception that anyone wishing to run for village head
must prepare funds amounting to hundreds of millions of rupiah to cover campaign
expenses. This condition also occurred in the 2022 village head election in
Toyoresmi Village, Ngasem District, Kediri Regency. Candidates were able to
spend up to hundreds of millions of rupiah on campaign activities to secure victory.

The research problems in this study are: 1) How is the campaign funding
system in the Village Head Election in Toyoresmi Village, Ngasem District, Kediri
Regency based on Minister of Home Affairs Regulation Number 72 of 2020
concerning Village Head Elections? 2) How is the campaign funding system in the
Village Head Election in Toyoresmi Village, Ngasem District, Kediri Regency
based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages? 3) How is the campaign
funding system in the Village Head Election in Toyoresmi Village, Ngasem District,
Kediri Regency viewed from the perspective of figh siyasah?

The research method used in this study is a qualitative method. Primary data
were obtained through interviews. Data collection techniques included interviews,
observation, and documentation. Data analysis techniques involved data reduction,
data presentation, and conclusion drawing. Meanwhile, data validity was ensured
using data triangulation techniques.

The results of this study are: 1) The campaign funding system in the
Toyoresmi Village Head Election, Ngasem District, Kediri Regency, which can
reach hundreds of millions of rupiah sourced from the personal funds of candidates,
has the potential to lead to money politics practices. This is prohibited under Article
30 of Minister of Home Affairs Regulation Number 72 of 2020 concerning Village
Head Elections, which regulates the prohibition of money politics in such elections.
2) Based on Article 36 of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, the regulation
of the campaign funding system in the Toyoresmi Village Head Election, Ngasem
District, Kediri Regency—where funds may reach hundreds of millions of rupiah
from candidates’ personal finances—has not been specifically regulated. However,
the article explains that campaign activities must comply with other applicable laws
and regulations, such as Article 31 of Minister of Home Affairs Regulation Number
72 of 2020 and Article 29 of Kediri Regency Regional Regulation Number (Year)
2015 concerning Village Head Elections, both of which prohibit money politics
practices. 3) The campaign funding system, which relies on substantial personal
funds from candidates, potentially leads to money politics practices. This
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constitutes an action that contradicts the concept of public welfare (maslahah
‘ammah), as it may result in excessive image-building, extravagant use of wealth,
and even bribery practices (risywah).
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